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BAB V KESIMPULAN 

Lingkungan hidup dapat terpengaruh kualitas dan fungsinya akibat konflik bersenjata. 

Lingkungan hidup sebagai penunjang keberlangsungan kehidupan sering menjadi salah satu 

target penyerangan ataupun menerima dampak sampingan disaat terjadinya konflik bersenjata, 

dengan alasan untuk mencapai keuntungan militer. hal ini membuat manusia mengalami 

penderitaan akibat rusaknya lingkungan hidup disaat terjadinya konflik bersenjata maupun 

dampaknya setelah konflik bersenjata tersebut berakhir. Dikarenakan konflik bersenjata 

memberikan dampak  kerusakan lingkungan hidup yang meluas, berjangka panjang, dan parah. 

Seperti yang terjadi pada saat konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina, yaitu 

kehancuran bendungan Kakhovka yang memberikan dampak kerusakan yang meluas, 

berjangka panjang, dan parah di wilayah – wilayah sekitar bendungan tersebut dan membuat 

manusia mengalami penderitaan akibat tindakan penghancuran tersebut. Karena akibat 

hancurnya bendungan tersebut telah berdampak pada sumber air, lingkungan hidup, ekonomi, 

dan masyarakat di wilayah yang terkena banjir akibat kehancuran bendungan tersebut.  

Kehancuran bendungan Kakhovka berimplikasi pada prinsip proporsionalitas dan 

prinsip pembedaan yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional, dan juga beberapa 

aturan khusus yang diatur dalam Protokol Tambahan I. Yaitu Pasal 56 mengenai pelindungan 

bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya, Pasal 54 mengenai pelindungan 

objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, dan yang menjadi 

fokus pembahasan tulisan ini adalah Pasal 35(3) dan Pasal 55(1) mengenai pelindungan 

lingkungan hidup. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka diketahui bahwa 

kehancuran bendungan tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal ini. 

Bahkan jika bendungan dihancurkan sebagai konsekuensi tambahan yang dapat diprediski dari 

sebuah operasi militer terhadap sasaran militer didekatnya, maka hal ini sangat jelas telah 

melanggar ketentuan – ketentuan yang berkaitan dengan bendungan, objek sipil, dan 

lingkungan hidup.  

Dengan mengacu analisis yang dilakukan oleh UNCT Ukraina, maka dapat diketahui 

bahwa kehancuran bendungan Kakhovka mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan 

hidup. Namun, permasalahannya adalah dalam Pasal 35(3) dan Pasal 55(1) memiliki 

persyaratan yang bersifat kumulatif mengenai pelindungan lingkungan hidup, yaitu hanya 

melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang meluas, berjangka panjang, dan parah. 

Sehingga pasal – pasal ini memiliki ruang lingkup yang sempit dalam pelindungan lingkungan 
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hidup dalam konflik bersenjata. Dan juga dalam pasal – pasal tersebut menimbulkan 

ketidakpastian hukum, karena tidak adanya definisi dari istilah “widespread” dan “severe”, 

hanya definisi dari “long term” yang telah disetujui yaitu mengacu pada beberapa dekade. 

Sehingga terdapat kekurangan dalam pasal – pasal ini, yaitu dengan persyaratan yang bersifat 

kumulatif tersebut ditambah dengan ketidakpastian mengenai definisi dari “widespread” dan 

“severe” membuat peraturan ini tidak cukup untuk mewujudkan pelindungan lingkungan hidup 

dengan maksimal dikarenakan ruang lingkupnya yang sempit membuat banyak kerusakan 

lingkungan hidup bisa dikatakan diluar cakupan pelindungan dalam pasal – pasal ini.  

Maka cara yang efektif untuk memaksimalkan pelindungan lingkungan hidup adalah 

dengan mengimplementasikan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pelindungan 

lingkungan hidup ke dalam hukum nasional dan pedoman militer suatu negara. seperti halnya 

dalam kasus kehancuran bendungan ini, bahwa diketahui Rusia dan Ukraina telah 

mengimplementasikan ketentuan – ketentuan dalam Pasal 56, Pasal 54, Pasal 35(3) dan Pasal 

55 Protokol Tambahan I ke dalam hukum nasional dan pedoman militernya. Langkah – langkah 

ini bisa dilakukan oleh negara untuk memberikan batasan – batasan terhadap operasi militer 

yang akan dilakukan oleh militernya untuk dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap 

lingkungan hidup. Namun, kembali lagi permasalahan dalam hal pelindungan lingkungan 

hidup adalah dengan persyatatan yang kumulatif dan ketidakpastian mengenai definisi istilah 

– istilah dalam pasal tersebut akan mempengaruhi implementasi ketentuan – ketentuan tersebut 

dalam hukum nasional dan pedoman militer negara – negara pihak. Sehingga diperlukan untuk 

mengkaji ulang persyaratan yang bersifat kumulatif tersebut apakah dapat mencakup kerusakan 

– kerusakan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata yang terjadi saat ini, dan juga 

melakukan upaya untuk memberikan kepastian mengenai definisi dari istilah – istilah tersebut 

sehingga dapat tercapainya sebuah kepastian hukum dalam pelindungan lingkungan hidup. Hal 

ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian internasional baru yang secara khusus 

mengatur pelindungan lingkungan hidup dalam konflik bersenjata dengan pengaturan yang 

lebih jelas dan memiliki ruang lingkup yang luas. Sehinngga dapat dijadikan model untuk 

diimplementasikan ke dalam hukum nasional dan pedoman militer suatu negara untuk dapat 

mewujudkan pelindungan lingkungan hidup yang maksimal dalam konflik bersenjata.  
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